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KEPALA DESA KALISARI
KECAUATAtr REBAN KANUPAf,EIT BATANC

PERATT'RAIT DESA I(ALISARI
NODTOR 7 TAIIUN 2O2L

TENTAIVG
AIIGGARAIT PEITDAPATAN DAII BELAII.TA DESA

DESA KALISARI
TA¡II'il AIÍGGANAIT 20/22

DEIYGAN R.åIIMAT 1T'IIAIT YAIIG }T.AHA ESA
KEPAI,A DESA KALISARI ,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentartg

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat

dalam melaksanakan pemerintaha¡r dan pembangunan

menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah lingkat II Batang (I.æmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52;

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 27571;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(tæmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20t+



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubalr beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat tt

Pekalongan, Kabupaten Daerah fingkat II Pekalongafl

dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6

tahun 2Ot4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 2t3, Tambahan

læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Qt4 tentang

Peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Læmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

I.embaranNegaraRepubliklndonesiaNomorST1-7|;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

da¡r Belanja Negara (l'æmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 168, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubatran

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20L4

tentangDanaDesaYangBersumberDariAnggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tatrun

2Ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor

s69a);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2Ot4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 209al;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2Ol9

tentang Prioritas Penggunaan Da¡ra Desa Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor

1012);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggat dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 1261);

13. Peraturan Daeratr Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (L,embaran Daeratr Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 Nomor 4);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Frovinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Frovinsi Jawa Tengah Tahun

2018 Nomor 17);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengatr Nomor 18 Tahun

2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan



Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015

Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi Tata Ke{a Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2076

Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018

tentâng Daftar Kewena¡rgan desa berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan tÆkal berskala desa di

Kabupaten Batang;

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2Ot8

tentang Pengelolaan Keuangart Desa (Berita Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun

2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022

22. Peraturan Bupatí Batang Nomor ... Tahun 2O2l tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan

Alokasi Dana Desa Tahun 2022;

23. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2O2l

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2O22;

24. Keputusan Bupati Batang Nomor tentang

Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Þesa, Penentuan

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangari Kepala Desa

dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun

Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Kewenagan Desa (Læmbaran Desa Kalisari Tahun 2Ot9

Nomor 2);



26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa

Kalisari Tahun 2O2O - 2025 (Lembaran Desa Kalisari

Tahun 2O2O Nomor 2);

27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2O2t tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

(Læmbaran Desa Kalisari Tahun 2O2l Nomor 3);

28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2O2L tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Kalisari Tahun 2O2t (Læmbaran Desa

I{âlisari Tahun 2O2l Nomor 4);

29. Peraturan Þesa Kalisari Nomor 6 Tahun 2O2I tentang

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kalisari Tahun 2022 (læmbaran Desa Kalisari Tahun

2O2l Nomor 6);

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190 /PMK.O7 /2021 Tentang Pengelolaan Dana
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 42fl;

ilemperhatlkan Keputusan Camat 4¿þsr. Nomor: l10..t.ft../,lo{ Tahun

2021 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kalisari Nomor

l4l / h.. / Xll / tahun 2O2t tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dctlgen Kcrcpalata¡ 8er¡ama

AADAIÍ PERüUSYAWANATAIÍ DE8A IÍALI8AN¡

Dan

KEPALA DESA KALISARI

ilEUUTUSKâIÍ

Menetapkan PERATURAN DESA KALISARI TENTA}IG AI.IGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAI{UN
AÌ.IGGARAÌ.I 2022

Pesel 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp.1.124.886.580,- (satu milgar serafits dua puluh empat juta delapan raãts
delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian
sebagai berikut:



¿

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp
Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp
Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp

e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Rp

Surplus/Defisit

2. Pembíayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

Rp

Rp

26.910.000,00

1.058.302.900,00

0,00

Rp 1.085.212.900,00

447.7t9.900,00

164.103.380,00

39.539.000,00

207.r24.300,00

266.400.000,00

Rp 1.124.886.580,00

Rp (39.673.680,00)

39.673.680,00

39.673.680,00

Rp

Rp

Rp

Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitung;an Arrggaran

Rp 0,00

0,00

Pasal 2

Uraian lebih la$ut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal I tercantum dal¡am Lampiran yâng merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepata Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaí landasan Operasional Pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 4

(U Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten serta Hibah dan Bantuan Pihak ketiga yang tidak
mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya APBDesa, Kepala
Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan
pelaksanaan belanja/ pengeluaran.

(2) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam Laporan Realisesi Anggaran (LRA) kepada BPD.



Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada e¡ggel diundangkan.

AgBr ætiap omng dapat. qengetahul qenerintahkan penst¡ndÊngsn
Peraturan Desa i¡1i rlalsm Lemba¡an Desa l(alisa¡i;

Ditetapkan di Katisari

Pada Tanggal24 Desember 2021

Ksfisârl

I

Diundangkan di l(alisari
pada tenggÊI24 Desember 2O2t

SekretarÍs Desa l(alisali,

I snDrYAI¡fiDRO I

LEMBARAN DESA I$LISARI TATÍUN 2O2L NOMOR 7;

SAR
KEPA
KA



E

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN REBAN

DDSA IIAI,ISANI
sekretariat: Jl. Raya Kalisari - Kumesu Desa Kalisari Kecamatan Reban KP.5rz7|

KEPUTUSA}I BADAI.I PERMUSYAWAR,ATAN DESA I(ALISARI

KECAIvTATAI'I REBA}I I(ÁBUPATEN BATANG

Nomor: OTlXlll2O2I

TENTAT{G

A}IGGARA}I PÐNDAPATAI.I DAI.I BEI,ANJA DESA

TAHUN A}IGGARAN 2022

BADAI.I PERMUSYAWARATAI{ DESA KALISARI

Menimbang :a.

b.

b.

Mengingat: I

bahwa berdasarkan Surat Kepal,a Desa Kalisari Nomor t 0072
l)KlU2O21 tanggal 1 Desember tahun 202L, perihal
Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tenteng Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2022.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rlimaksud
pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kelisâri bersama
Pemerintah Desa telah membahas Peraturan Desa tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari
Tahun 2022 pada tanggal t bulan Desember tahun 2O2l
sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan
Desa I(alisari Nomor: 05/XII / 2O2I;

bahr¡¡a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawalatan Desa Kalisari tentang Persetujuan Peraturan
Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kalisari Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor t3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun f 965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27571;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Iæmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor
7, Tambahan Iæmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
saes);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l¿mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O2O Tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2OI9
(Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayaka¡r Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten fingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaa¡r Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Læmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OI4 Nomor t23, Tambahan
læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 11 Tahun 2Ot9
tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undarrg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(I.æmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321l.;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Læmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahart
Læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun20l5 tentang



Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 rahun
zOL+ tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Iæmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 88,
Tambahan l¿mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
569a);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l l1 Tahun2}l4
tentang Pedoma¡r Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor S69a);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun ZOL6
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Frioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2OL9
tentang Prioritas Penggunaan Da¡ra Desa Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
3671;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.O7 /2019
Tahun 2Ot9 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 20tg
Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.O7 /2O2O tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 500);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 4);

L4. Peratura¡r Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Desa di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
Nomor 7);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
(Læmbaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
Nomor 8);

L7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun
2OLg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tatrun Anggaran 2O2O
(I.æmbaran Daerah Kabupaten Batang Tahun zOLg
Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi Tata Keda Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2OL6
Nomor 1O);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2Ol8
tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2OI9 Nomor 45);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peratura¡r Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2Ot8 Nomor
a8);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2Ol9 tentang
Penghasilan tetap, T\rnjangan dan penerimaan lainya
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daeratr
Batang Tahun 2Ol9 Nomor 65);

23. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019
tentang Perubaha¡r atas Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2OLT Tentang Tata Ca¡a Pengalokasian,
Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);

24. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tatrun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Kabupaten Batang Tatrun Anggaran 2O2O

(Berita Daerah Batang Tahun 2OLg Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincia¡r Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah
I(abupaten Batang Tatlun 2020 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2O2O Nomor 6);

27 . Keputusan Bupati Batang Nomor 9OO /207 /2O2O
tentang Perubaha¡r atas Keputusan Bupati Batang
Nomor 900/883 /2019 tentang Pembagian Alokasi
Dana Desa liap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan
Tetap da¡r Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta



Menetapan

PERTAMA

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun
Anggaran 2O2O;

28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2O2O Tentang
Renca¡ra Pembangunan Jangka Menengah Desa
Kalisari 2O2O-2O25 (Lembaran Desa Kalisari Tahun
2O2O Nomor 2);

29. Peraturan Desa Katisari Nomor 3 Tatrun 2O2l Tentang
Rencana Kerja Pemeríntah Desa tahun 2022
(læmbaran Desa Kalisari Tahun 2O2l Nomor 3);

30. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Desa
Kalisari Tatrun 2O2t Nomor 4 );

31. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2O2t Tetang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kalisari Tahun
2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KALISAzu TAHUN 2022

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatarr
dan Belanja Desa Kelisari tahun 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

b. Pendapatan Transfer

c. t¿in-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa

a. Bida¡rg Penyelenggaraan Pemerintahan Rp
Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp
Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp
Desa

d. Bidang Pemberdayaâ.n Masyarakat Desa Rp

Rp

Surplus/Defisit

Rp

Rp

Rp

26.910.000,00

1.058.302.900,00

0,00

Rp 1.085.212.900,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Da¡urat dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

447.7L9.900,00

164.103.380,00

39.539.000,00

207.L24.300,00

266.400.000,00

Rp 1.124.886.580,00

Rp (39.673.680,00)



3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa læbih/ (Kurang Perhitungan Anggaran

Rp

Rp

39.673.680,00

39.673.680,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam
risalah Badan Permusyawaratan Desa yarig merupakan bagian talc
terpisahkan dari Keputusa¡r Ini.

Kedua Menyerahkan pelaksana.an Keputusan ini kepada Kepala
Desa Kâlisari

Keputusan ini mulai berlakr¡ pada tanggal ditetapkan,
dan apabíla terdapat kekeliruan aka¡r dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Ditetapkan di Desa Kalisari

pada tanggal24 Desember 2021

BADAIÍ PENüUSTAWARATâil



la.mpiran Keputusan BPD Desa lQlisari Kec. Reban
t(ab. Batang

Nomor : 07 /Xll Tahun 2O2l

Tanggal : 24 Desember Tahun 2O2l

RISALAH BADAIÍ PERTU$TAWARATAIÍ DESA KAI,ISARI TEITTATG

IITEEPAI{ATAIÍ âIT(X}A¡IA¡Í PEIIDAPATAIÍ DA,IÍ AEI.ATüA DESA KALTSARI
KECAUATAIÍ RTBâIÍ I(åBI'PAIEII BATAIÍC

TAIIT'IT AIIGGARA¡I 2Ù22

Pada hari ini Jumht tanggal Dua hrluh Empat bulan Desember

te-trun dua ribu dua puluh setu, bertempa.t di Balei Desa Kalisari Kecnmatan

Reban l(abupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan

Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Kâlisad Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ifulisari Tahun 2O22;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa l(alisari Tahun 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

I Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja Desa

f. BidangPenyelenggaraan Pemerintahan
Desa

g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa

i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

j. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

26.910.000,00

r.058.302.900,00

o,oo

Rp 1.085.212.900,00

447.719.900,00

164.103.380,00

39.539.000,00

2O7.t24.300,00

266.400.000,00

Rp 1.124.886.580,00

Rp (39.673.680,00)

Rp 39.673.680,00

2

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3



2. Pengeluaran Pembiayaan

Sctisih Pcmbiayaan (a-b)

SÍsa L€bitr/ (Krrangl Perhittrngen Ánggaran

Rp 39.673.680,00

Rp 0,00

Rp 0,oo

3 Penetapan Anggerån Fendapatan dân Belanja Desa sebagaimana
dimaksud angka 2 (dua) hartrs dilaksanakan sesuai dcngen perÈilnan
Pcrundang undånge¡ yârry bcrlakr¡.

Demllqan untr¡k dtpedomani dåtåm metaksanakan pemerintahan

dcsa.

Brdr¡ Fcnuryr;entrn Dcat

DG.. Krtl¡¡¡f



I.AMPIRAN

PERATURAN DESA XALISARI

NOMOR 7 TAHUN 2T21

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA DES'

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALISARI

TAHUN ANGGARAN 2022

24 Dcrrmbor 2021

KETERANOAN

I

ANGGARAN
(Rp)

3

æ.910.000,00

1,05E,302.900,00

1.086¿12.000,00

324.248.400,00

/t14.939.000,00

I19.299.180,00

æ8.400.000,00

t.124.8t8.6E0,00

(39.E7t.0E0,00)

39.673.680,00

39.673.680,00

30.873.880,00

0'0

URAIAN

2

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pcndapahn Transfcr

JUMI-AH PEi¡DAPATAIT

BELANJA

BelanJa Pegawal

Belanja Barang dan Jaca

Belanja Modal

BclanJa Tldak Tcrduga

JUÍÍLAH BEI¡TI'A

8URPLU8 / (DEF|s]T)

PE]TBIAYAAN

Penerimaan Pemtiâyeen

SILPA Tahun Scbclumnye

PETIBI,ÀYAAN I{ETTC

SISA LEBIH PEMBNYAAN ANGGARAT\

KOOE REK

I
4.

4.1.

1.2.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.1-l

Kr-\!.isA
r,r ['ALA

2412fÃ21 13.18,r4 Halaman I



I
1.1

1.1.01

1.1.01

f .1.02

1.1.02

1.1.03

1.1.03

1.1 .0¿l

l.l .0¡l

1.1.0¡û

1.1.05

1.1.05

1.1.06

1,1,06

1.1.07

1.1.07

1.f .99

1.1.99

1.3.

1.3.02

1.3.02

1.3.03

't.3.03

1.3.05

1.3.05

1,

4.1.

1.2.

5.1

5.1.

5,1

5.2.

5.3-

5.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALISARI

TAHUN ANGGARAN 2022

BELANJA

EIDANG PENYELENGGARAN PËTIIERINTAHAN DESA

Ffiyrhnggtlr B.hnF Siltrp, Tfirngrn d¡n Opcre¡irn¡l
Pcmcrint¡h¡n Dæe (Maldmal 3ü16 untuI kcgla

Penyed¡Ean Pengùnsilan Tetap dan Tunjangan Kopah Desa

Belanja Pegawai

Penyadiaan Penghasilan Totap dan Tunjangan Perangkat Dcsa

BclanJa PcAawal

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Dera dan Pcrangkat Desa

BelanJa Pcaawal

Pcnycdlaan Opcraelonal Pcmedntah Dcca (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Parlengkapan Parkantoran, pakaian

Belanja Barang dan Jasa

BclanJa Modal

Penyecliaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Panyediaan Operasional BPD (npat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per
kantoran, Pakaian Seragam, perj

Belanja Barang dan Jaea

Perryediaan lrnentif/Operasional RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operaeional Pemerintahan Deea

Belanja Pegawai

Admlnhtra¡l Kependudukan, Peræatûr 8lpil, Stali¡ük dan Keartipm

PenyusunarVPcndâtaarVPcmubkhlran Proñl D¡¡a (Dþi[h)

Bclanja Barang dan Jaea

Pcngclolaan Admhsùa8¡ dan Kearsipan Pemerintahan Desa

Belanja Barang dan Jasa

PcmËtâen dan Anali¡b Kcmiekinan De¡a socara PaÉisipatif

BclrnJa Barang dan Jaea

21t1?I¿s21 13.49.10

LAMPIRAN

PERATURAN DESA I(ALISARI

NOMOR TTAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DES¡

a¡37.719.800.00

382.4C5.900,00

38.400.000,00

38.¿û00.0@,00

229.680.000,00

æ9.680.000,00

16.658.400,00

16.658,¡t00,00

33.337.500,00

ADD

ADD

ADO

ADD, PAO

5.f .

5.2.

5.2.

5.1.

6,2.

5.2.

5.2,

31.337.500,00

2.000.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

r.500,000,00

1.500.000,00

23.¡100.000,00

23.400.000,00

26.910.000,00

26.910.000,00

2t.008.000,00

r0.000.000,00

10.000,000,00

12.598.000,00

12,598.000,00

2.500.000,00

2,500,000,00

ADD

AOD

AOD

PAD

oDs

DDS, PBH

DDS

Halaman 1

SUMBERDANA

5

Af{OGARAN
(Rp)

1

26.910,000,00

1.058.302.900,00

1.085.2't2.900,00

3

PENDAPATAN

Pendapatan Aell Deea

Pendapatan Transfer

JUMI.AH PENDAPATAT\

URA¡,AI{

2

KODE
REKET{INO

I



6

SU¡IBEROANAAI{OOARAN
(Rp)

I

URAI,AN

32

KODE
REKEI{ING

I

f .4.

f .¡1.03

1./t.03

.l.,1.0,0

l.¡1,04

1.4.08

1.4.08

1.4.08

2

2.1.

2.1.01

2.1.0'l

22.

2,2.02

2.2.t2

2.2.04

2,2,04

2.3.

2.3.11

2.3.1I

2.3.1r

2.3.14

5.2.

5.2.

5.2.

5,3,

Teta Preje Pcmerinteh¡n, Pêtrncanaân, Keua¡rgan drn Pclaporen

Pcttywr¡nan Dokumen Perencanaan D€ea (RPJMDose/RKPDoca dll)

Belanja Barang dan Jaea

Penyr¡ounan Dokumen Keuangan Deea (APBDee, APBDoÊ Pcrubahan, LPJ
dll)

Belanja Barang dan Jaea

Pcngembangan Sletem lnformasi Desa

Bclanja Barang dan Jaea

Belanja Modal

8ub BHang Pendidik¡n

Penyelenggaran PAUD/TIVTPA/TKA/TPOMadraoah NonFormal Mitik Desa
(Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bldar¡ Ke¡ehatan

Penyelenggaraan Poeyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, lnsentif)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Desa Siaga Keeehatan

Belanja Barang dan Jasa

Sub Blleng Pekcdaan Umum dan Penetaan Rueng

Pembangunary'Rehabilihsi/Peningkatary'Pengeraean Jalan Lingkungan
Permuklman (Dipil¡h)

BclenJa Barang dan Jaea

BclanJa Modal

Pcmbangunan/RchabllltaeUPenlngkâtan Praearana Jalan Desa (Gorong, selo
kan dll)

Belanja Modal

BIOANG PEUBINAAN KEIIIASYARAKATAN

Sub BHang Kebudayean drn Kcagernren

Pemblnaan Group Kctenian dan Kcbudayaân Tlngkat Dssa

Bolanja Barang dan Jaæ

Sub Bideng Kepcrnrdaen dan Ohhrege

Pcmbinaan Karangtaruna/Klub Kcpemudaan/Olahraga Tlngket Dæâ

Bolanla Barang dan JaEa

Sub Bld¡¡n Kelembagaan llaryaralrt
Pembinaan Lembaga Adat

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Belanja Earang dan Jasa

Pambinaan PKK

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

24n?tn21 13,49.10

4o.1t8.000,00

E,400.000,00

8.100.000,00

6.550.000,00

6,550,000,00

25.186.000,00

1¿1.588.000,00

t0.600.000,00

104.103.380.00

11.¿100.000,00

r 1.400.000,00

DDS

DOS

DDS

DDS

5.2,

52.

5.2.

5.3.

s.3.

5.2

5.2.

5.3.

11.400.000,00

85.819¿00,00

24.600.000,00

2¿1.600.0(X¡,00

61 .219.200,00

61 .2f 9.200,00

66.08¡1.180,00

6.954.500,00

¡+35.000,00

6.5r 9.500,00

59.929.680,00

59.929,680,00

39.5i¡9.000.00

7.000.000,00

7,000,000,00

7,000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2E.5it0.000,00

5,000.000,00

5.000.000,00

t 1.220.500,00

11.220.500,00

12.318.500,00

7.068.500,00

5.250.000,00

DDS

DDS

DDS

DDS

2.3.11

I
3.2.

3.2.01

3.2.01

3.3.

3.3.06

3.3.06

3.4.

3.¡t.0,|

3.,1.01

3.,+.02

3./t.02

3.¡1.03

3.,t.03

3.¡l-03

5.2.

3.2.

5.2.

5.2.

DDS

PBH

PBP

P8H

PBI{

Halaman 2roEIEEMT



SUMBERDANA

6

D0g

oDs

oos

DDS

DDS

DDS

DDS

ANOOARAN
(Rpl

4

207.124.300.m

lú¡4.024.t00,00

150.074.300,00

150.07/1.3@,00

{.5õ0,0æ,00

4.550.000,00

15.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

2.500.000,00

2.300.000,00

2.500.000,00

3C.000.000,00

35.000,000,00

35.000.000,00

2!0.100.@,00

206.,100.000,00

266.400.000,00

266.400.000,00

f .t24.Et0.tt0.00

(30.873.080,00)

39,€73.€80,00

38.673.880,00

0,00

URAIAN

3

BIDANG PEIIBERDAYAAN TASYARAKAT

Eub Bldeng Pütmhndm PcúmåIsn

Pcnguatan Ketahanan Pangan lngkat Dcaa (Lumbung Dcsa dll)

Bclrnja Barang dan Jaea

PchthtrVBlmtsUPengenalan Tekonologi Tcpat Gr,rna unù,¡k Portani¡n/Pctcr
n¡kan

Belanja Barang dan Jaea

Sub BtulalB Prmbctdtyean Perumpuer, Perllndungan Anak dan
Kolurqe

Pelatihan dan Penpluhan Pemberdayaan Pêrcmpuân

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan dan Penyuluhan Pcrllndungan Anak

Bdenje Barang dan Jaea

Sub Bftlang Dukungln P¡n¡nrnr¡n llodal

Pcmbentukan BUM Deea (Penriapan dan Pembentr¡kan Awal BUMDcsa)

Belanja Barang dan Jasa

Aub Bideng Pedagar¡an den Perlndustdan

Pengembangan lndr¡süi Kecil Tingkat Desa

Belanja Modal

B¡DANO PENANOOUI¡NoAN BENCANA. DARURAI DAN MENDESAK DE

8ub Bldang Keadaen Mendeaak

Penanganan Keadaan Mendeeak

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BEI¡NJA

SURPLUS / (DEFTSTT)

PEMBIAYAAN

Pcncrlmaan Pcmblayaan

PEMBIAYAAN NETTC

8I8A LEBIH PEÍSBIAYAAN ANGOARAI

KODE
REKENING

2

5.2.

5.2.

5,2.

5.2.

5.2.

5,3,

5.4,

0.

6.1,

I

a

1.2.

¡1.2.03

4.2.03

/t,2.0õ

4.2.05

4.4.

4,¿f.01

4.4.01

1.1.02

4.4.02

4.6.

¿t.6.01

¿[.6.01

1.1.

1.7.03

4.7.03

!
t.t.
5.3.00

5.3.00

2{ Dc¡cmbcr 2021
U

r{,
å;
rlJ
o.
I H.

'i ¡i¡,i

KAt"-is/\
Xf:PALI\
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